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BUPATI SITUBONDO

PERATURAN
BRUPATI SITUROND()
NOMOR lj TAHUN 2110

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
INSPEKTORAT KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MADA ESA

SUPATI SITUBONDO,

hahwa sesnai hasil evaluasi peloksannan otonpmi daerah dan penatsan
kelembagasn di Kabupaten Situbendo, terdapat pervbghan tuges dan fungsi
pada Inspekioral Kabupaien Situbondo,

bahwa puna maksod sebagaimens boref 3 konsideran mu, Peraturan Buapai:
Nomor 63 Tahun 2008 tentang Uraian Tupas don Fungsi [nspektorat
Ksbupaten Simtbondo sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya
schunggs perla diganti;

bahwa puma makswd sebagaimana huruf a dan b konsideran ini, perfu
mengatur Uraian Tugas dan Funpsi Badan Kepegawaian Dacrnh Kabupaten
Siwbondo yang pelaksanaannya ditctapkan dengan Peraturan Bupali,

Undang-Undang Nomor 12 Tabun 1950 tentang Pembentukan Diaerah-
dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propmsi Jows Timur (Lembaran
Negarz Republik Indonesia Talm 1950 Nomor (9, Tambahan [embaran
Negara Republik Indopesia Nomor 9);

Lindang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 35, Tambahan
Lombaran MNepara Republik Indonesia Momor 2041} schagaimena tckabh
dinbah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahup 1999 fentang Perubshan
Atz Undang-Undang Nomor § Tabun 1974 temtang Pokok-pokok
Eepegawaian (Tembaran Negara Republik Indonesia Tabun [99% Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Womor 3890,

Undang—Undang Nemor 17 Tahun 2003 Llentang Keuanpan Negara
(Lembaran Negam Republik Tndonesia Tabun 2003 Momor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndoncsia Nomor 4286);
Undang—Undang Namor 1 Talhur 20M tentzng Perbendabaraun Noymr
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar 45, Tambahan
Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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{Indang—Undang Nomor 1¢ Tahun 2004 tentang Pembemukan Perataran
Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik [ndonesta Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomar
4389);

Undang-Unilang Nomet 25 Tahun 2004 temang Sistem Peremcanaan
Pembangunan Nasional { Ecmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor | 04, Tambahan Lembaran Negara Republbik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undzng Homor 32 Tabon 2004 femang Pooermishanr  Daerah
(Lemharan Negara Republik Indonesta Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negars Republik Indonesia Nomer 4437} sebagaimana iclah
diubah dengan Undang-Undang Momor 12 Tahun 2008 tentang, Perubahan
Kedua Atas Undang-Lindang Nomor 32 Tuhun 2004 tentang Pemerintahan
Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 WNomor 59,
Tambahen Lembaran Nepam. Republik indonesia Nomor 4844);

Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangsn
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintshan Llaerah (Lembaram Nocgara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan [ embaran Negara
Republik Indanegsia Narmor 4438},

Perauran Pemermah Nomer 2% Temm 1572 tontang Perubehom Nema dan
Pemindohan Tempat Keduhiden Pemermmshan Deerah Kabupaen Panarukan
(Lemberan Nepara Republik Indonesia Fahun 1972 Nomor 38);

Perawran Pemenintth Nomer 160 Tatun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negerl Sipil Ralam Jahatan Strukiural (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambehan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Momor 4038) sebagaimana telah diubabh dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Takam 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabon 2002 MNomor 33, Tambshan Lembaran Negara Republik Indomess
Nomor 4194);

Peraturan Pemesintah Momor 9 Tabun 203 temtang Wewenang
Penganpkatan, Pemindahan, dan I"embethentian Pegewan MNegenn Sipi)
{Lemnbaran Negara Republik Tndoniesia Tatwm 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik 1ndonesia Nomer 4263);

Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 fentang Pengelolaan
Kevangan [aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomeor !40, Tambahon lLembaran Negara Republik Indenesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Womor 79 Tahun 2005 tentang Pedontan Pembinazm
dan Penpuwasan Penyefenggarann Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Naemor 4594);

Peraturan Pemetintah Nomor 38 Tamm 2007 temiang Pembagren Urisen
Pemerintahan Antara Pomerintsh, Pemeriptahen Daersh Propinsi, dan
Pemerintah Dasrah Kaobupaten/Kota {Lerabaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan [embrman Megara Republik Indonesia
Momor 47371,

Peranran Pemerintgh Nommor 41 Tehupr 2007 temang Organisesi Persmpkal
Draerah (Lemberan Negara Repablik Indonesia Tobun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoe 4741);

Pernturan Menterr Palam Negert Nooror 1% Talnar 2006 temteng Pedoman
Peppelolaan Kevangan Dacrah sebagaimana telah dishah dengan Peraluran
Memeri Dalam MNegeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negerd Momor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolasn Keuangan Daerah;
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Perawran Memern Dalam Negeri Nomor 15 Tabun 2006 tertang Jenis dan
Bentuk Produk Hukem Dacrab:

Peraturan Menteri Lalam Negeri Nomot 16 Tahun 2006 temtang Prosedur
Penyusunan Produk 1lukum Daeralt;

Peratucan Menteri Dalarn Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedornam Tata
(ara Penpawasan Atas Pemyelenggarsan Pemeringih Dacrah;

Perafuran Menten Dalam Neperd Nomor 53 Tahon 2007 temtang
Iengawasan Peraturan Daerah dan Pernturan Kepala Dacrah;

Pezaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahua 2007 temtang Petunjuk
Teknis Penataan Qrpanisasi Perangkat Daerh:

Peranman Menleri Dalarn Negeri Nomor 64 Tahun 2607 tentang Pedoman
Teknit Orpanisasi dan  Tata Kerja  Tnspeklorat [Provinst  dan
Kabarpaten/Kota;

Peraturan LDacrah Kabupaten Situbonds Nomar 02 Tabna 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Dacran
Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);

Perpturan Pacrah Kabupaten Situbondo Nomor (06 Talum 2008 tentang
Susunan Orpanisasi dan Tata Kega Inspektorl Kabupateo Simbando
{Lembaran Dacrah Kabupaten Sitvbondo Tahun 2008 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
INSPEKTORAT KABUFATEN SITHBONDO

RaR I
KETENTUAN IIMUM

Fasal 1

Dratam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan :

1.

b 1
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h

~
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(2)

Daerah aduiah Kabupaten Situbonda.

Bupati adalah Bupati Sitabondo,

DPewan Perwakilan Rakyat Daersh yang selanjunya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakitan Rakyat Daerah Kabupaten Sitshondo.

Pemenntahen Daerzh  adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah dagrah dan DPFRD menurut asas otonomi dan (wgas pembantyan
dengan prinsip otonomti seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Nopara Republik Indonesia ‘Fzbun 1945,

Pemerintah Taerah sdalah Bupati dan perangkat duerahr scbagal upsur
penyelenpgara pemerintahan daerah.

Sekretarts Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaien Silubondo.
Inspeklorat adalsh Tnspektoral Kabupaten Situponde.
[nspektur adalah Inspektur Kabupaten Situbondo.

EBAR 11
KEDUDUKAN, TUGAS, AN FUNCSE
Pasal 2

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggarasn pamerintahan di
daersh.

Inspektorat dipimpin cleh seorang Tospektir yanr berada di bawah dan
hertanpgpung jawab kepada Bupati,



(3) Inspektur secara teknis adminismatit’ mendapat pembinuan dari Sekretaris
Dasrah.

Pasal 5

Inspektorat mempunyai tuges melakukan pengawasan tethadap pelaksanegn
urusan pemerntahan di dacrak, pelaksanam pembinaan ates perryelenggaraan
pernerintah desa dan pelaksanaan urusan pemncrintahan desa.

Pasal 4
Dialam melaksanakun tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspeklocat
menvelengparekan fungsi :
4. DPCIENCANHIn PrOgram pengawasan,
h.  perurnusan kebijakan dan fasilitasi pengawusan: dan
¢. pemeriksaan, pengusuian, pengujian dan penilaian Ugas pongAWRSATL

BAR HT
ORGANISAST

Pasal 5
Qrganisasi Inspektorat terdini dari -
a.  Inspektur;
b.  Sekretarial, membawahi :
1. Sub Bapian Persncanaan |
2. Sph Bagian Administrasi dan Umum ; dan
3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
Jnspektur Pembanty Wilaysh [
Tnspekiur Pembanm Wilayah 11
{napekiur Pempanta Witavah Lk
Tnspekivr Pembantu Wilayah 1V,
Kelompok Jabatan Fungsicnal Audilor.

e o bR

Pasal f

Sckretariat dipimpin oleh Sekrelaris, Inspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh
Inspeioar Pembuntu Wilaveh [ 1L, [11 dan IV yang masing-masing berada di
hawah dan hertanggungjawab kepada Inspekner.

BAR IV
PENJABARAR TUGAS DAN FUNGSL
Bagian Kesatu
INSPFEKTLHR
Pasal 7

Tnspekiur mempunyai tugas. memimpin, melakukan koordinast dan pengendalian
datamn penyelenpgaraan kegiatan di bidang Imspektur Pembumtu Wilayah 1,
Tnspekiur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembanty Wilayah H dan Inspekiar
Pembantu Wilavah 1V, .



Ragian Kedua
SEKRETARIAT
Pasal 8

Sekratariat memumyai  lugas menyiapkan bahan koordipasi pemgawasan dan
memberikan pelayznan administratil’ dan fumgyional kepads scmos wmsur di
lingkungan Inspektorat.

Fagat 9

Datam mclak=anakan togas sebogaimana dimaksud dalam Pasal 8. Sekretariat
manyalsngporakon fimusr :

i.

b.

(1)

(2}

(1)

penyiapan hahan koordinasi dan pengendalian rencana Jan program keria
PCDLAWASAIY,

penghimpunan, pengelahan, penilaian dan penyimpanan Taperan Hasil
Pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional Daerah;

penyuswrm biban data datam mngka pembinaan teknis fungsional;
penyusunzn, penginventarisasian dar penghoordinasian data dalamn rangka
penatsusahiaan proses penanpanan pengaduan; dan

pelaksanaan urusan hepegawaian, kcuanpan, surat menyurat dan rumah
tanggs

Paragraf 1
Sub Ragian Perencanaan
Pasal 10

Sub Bagian Perencansan schapaimana dimakswed dalam Pasal 5 horef b
angka !, mempunyai tugas memyispkan bahan  pesyusuoan  dan
pengerlalian  rencanafprogram  kerja  prngawasan, menghimpun dan
menyiapkan rancangan peraturan penmdang-undangan, dokumentasi dan
pengoltahan dala pengawasan.

Dazlum emelaksanakan tugas sebagmmana dimaksud ayat (1), Sub Bagian
Perencanzan menyelengrarakan firmgsi

3. pengkoordinasian penyiapan rencana/program kega pengawasen dan
(asilitasi;

penyvusiman anggaran nspektorat

penyelenpgaan kerjasama pengowasan;

peayinpag perateran permndang-mndangan;

penyiapan dokumentasi dun pengolahan data penpawasan:

pelaksanaan ketatausahaan;

pelaporan hasil pelaksanasn tupasnya kepada Sekretaris; dan
relaksanaan tupas kedinasar lsin yang diberikan oleh Sckretaris segnai
dengan tugas dan fumgsinya.

=g A

Paragraf2
Sob Bagian Lvaluasi dan Pelaporan
Pasal 11
Sub Baginn Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b angka 2, mempunyat tugas menyiapkan bahan penyusunan evaluas:,
menghimpun, mengelah, meniiai dan menyimpan laparan hasil pengawasan

aparat penpawasan fumpsional denm melakukan administrasi pengaduan
masyarakal serta menyusun laporan kKegiatan psngawasan.



(Z)

(1}

(£}

(1)

(2}

(3}

Dalam melaksanakan tugas scbagaimann dimeksud pada ayat {[}, Sub
Bayian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan funpsi ;

i penginvenlarisasian hasil pengawssan dun  Undak  lanjui  basil
pengawasan;

penyiapam laporan dan statistik Inspektorat,

penyiapan dekumentasi dan pengolahan data pengawasan;

peliksanaan ketateusahaan,

nelaparan hasil pelaksanaan togasnyn kepada Sekretagis; dan
peluksanaan tugas kedinesan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan lugas dan fungsinya.

s pRpaeDnTF

Paragral 3
Sub Bapian Administrasi dan Umum
Pasal 12

Sub Bagian Administrasi dan Umum sehagaimana dimaksod dalam Pasal 7

huref ¢, mempunyai fugas nrclakukan uresan kepegawaian, keuangar,

penalauszhann sutat menyurat dan urusan rmmah tangga

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud pada avat (1), Sub

Bagian Administeasi dan Umum menyelenggnrakan fimgsi

3. pengelnlaan urusan tata useha surat menywrat dan kearsipan

h. pengelolann administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis petaporan;

. pengelolaan wrusan kepegawaian ;

d. pengeiolaan nrvean periengkapan dost roab tangge |

¢. pengelolaan uvrukan keuangan ;

t  pelakssnaan ketatausahaan ;

g. peloporan hasil pelaksanaan Tugasmya kepada Sekretaris ; dan

h. pelaksanaan fugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sckretariz seauai
dengan lugas dan fungsinya.

RBagian Kriiga
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH |
Pazal 13

Tnspcktur Pembantn  Wilayah | membawahi wilayah kerja pembinaan
dan pengzwasan pada tugas dan fungsi satuan kega perangkat daerah,
meliputi Kclembagann, Kinerja dan Sumber Daya Manusia,

Inspekmur embantu Wilayah [ mempunyai iugss membantu Inspektur
dalam melaksanakan pembinaan dan  penpawasan  amas  kebijakan
pelaksanaan kelembagaan, kinerja dan suriber daya manusia.

Dalam melaksanakan fugas scbagaimana dimaksud dalam ayet {2),

Inspektur Permnbantn Wilayah | menyelenggardim Himpsd -

a. pemberian pelunjuk, pengarahan dan pembimbingan pelaksapasn tugas
PENEAWISHN;

b. penpawnsan dan pemeriksaan atas pelakzmam kewenangan, tugas dan
[z serta kelembapaan Satpan Kerja Peranpghoat Pacrah;

C. pengawasan «<dan pemeriksaan atas kinera Sgtem Kerjis Perangksi
Darruh dun LAKIP Satusn Kerja Peranpkal Duerah:

d. penpawasan dan pemeriksaan atas  formasi, pengadasn  dan
pengangkaean, pemindahan dan pemberhentien Peproa Negeri Sipil di
lingkunpan Pemerimiah Kabupaten;



(1)

(2)

{3)

(1)

{2}

(33

¢. penpawasan dan pemeriksaan atas ponatausahaan kepegowainn Safusn
Kerja Perangkal Dacrah;

f pengawasan dan pemeriksaan atas Kenatkan Pangkat, Kenaikan Gaji
Berkaly dan Pengangknatan dalam jabatan;

g. pengawnsan dan pemcriksaan atas peluksansen Pendidikan dan
Petattharn;

h. pengawesan dan pemeriksaan atas pembinaan dan kesejahieraan
peeawai daerab;

i. pelaksanaan kegiatan ketatausahann;

pclaparmn hasil pelaksanaan tugas; dan

k. pelaksanaez tugas kedinasan lait yang diperintahkan ofch Ispeldo,

| S

Bagian Keempat
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
Pasal 14
Tnspektur Pembantu Wilayah I membawzhi wilayah kerja pembimaan dan
pengawasan pada fupas dan fungsi satvan ketju peranghat daerah, meliputi
Kenangan dan Asel Dacrah,
Inspekiur Pembantu Wilayah II mempunyni fugas membantu  Enspeltur

dalam  melaksanckan pembinaan dan pengawesan atas  kebiiakan
pengelolann dan penatansahaan keuangim serta asset dacrah.

Dalam melaksanzkan tugas sebagaimuana dimaksud dalum ayat 2}

lnspekiur Denbantu Witayah U menyelenggarakan fungs -

a pcmberiin petunjuk, pengarahan dan pembimbingan pelaksynaan tugas
TENgiwasar,

b. pengawasan dan pemcriksaan ofas perencanaan dan pERZEDREATAT
kﬁ:uang:m;

¢. penpawasan dan pemeriksaan atas penatausahaan kepanpan;

pengawasan dan pemeriksaaratas pendapatan ash doerah dan dana

perimbangan,

pengawasan dan pemeriksaan penerimaan dan pengefuaran Kevangan;

puopawasan dan pemeriksaan atas dana bantuan keyanpan dan hibah;

g penpawnsan dan  pemenksaam  pLEOKanaan dan pclaksanaan

pengelolann serta penghapusen aset dacrah;

pelaksanaan kegiatan ketatausahazm,

m. pelaporun hasil pelaksanaan ugas; dan

n. pelaksonaan tugas kedinasan lain yang diperintehkan oleh Inspektur.

B
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Bagian Kelima
TNSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH Il
I*axal 15
lospektur Pembanty Wilayah 11 membawahi  wilayah kerja pembinaen

dan pengawasan pada tuges dan fungsi setuen keja persnghkat deevah,
meliputi Unmsan Wajib Pemerintah Dazrah.

Tnspeklur Pembante Wilayah TH mempunyai tyes membanin Inspekiror
dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas kebijukan dan
pelaksanzan urusan wajib Pemerintsh Daerah.

Dalam melaksanakan togas schagmimana dimaksod dalam ayat (2),
Inspektur Pembamtu Wilayah Ul menyelenggarakan fongsi :



(1)

{2}

(3)

a. pembeTian petunjuk, pengarahan dan pembimbingan pelaksanaan nigas
pPEnEaVYisatL,

b. pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan kebijekan  perencanaat
pembunpunan;

c. pengawasan dan pemeriksaan pefaksanaan kehijukan perencanaan,
pemanfaatan tata reang dan pertmakan;

d. pengawasan dan pemeriksaan pelayanan kependudukan dan catalan
sipil,

. pengawasan dan pemeriksaan pelayapan administmsi  wmum
pemerintahan;

f. pengawasan dan pemerksaan pentherdayasn magyamkat, pererRpuAn
dan perlindungan anak;

g pengawasan dan pemetikszaan urusan pekerjasn umum, kesehatan,
perhubungan, pendidikan, wnaga kera, linglungam hidup, sosial
budaya, pﬂmudﬂdﬂlﬂlahmg&pcrpushkﬂaﬂdmmipdmh,
komunikasi dan informasi, pemberdayam masyarakat dan perenypaan
serta  perlindungan wnak, kesatvan bangsa dan  perlindengan
Mmasyaroikat, ketahanan pangan dan keluarga berencana;

h. pengawasan dan pemeriksaan polaksanaan kebijakan perindustrian;

i. peloksanoan kegiatan ketatmusahaam;

j. pelaporan hastl petaksanaan fogas; dar

k. pelaksanaan tugas dinas lain yang diperintahkan oleh Inspelotar,

Ragian Keenam
INSPEKTEUR PEMBANT1 WILAYAH TV
Paaal 16

Tnspektur Pembantu Wilayah 1V membawahi  wilayah kera pembinaan
dan penpawasan pada topas dan fungsi saman kerja perangkat dacrah,
melipati Tlrusan Pifihan Pemerintah Daerab.

Inspektur Pembuntu Wilayah IV mempunysl tugas membantu Inspekiur
drlam relaksznakan permbinasn den pomigewasen atas kebifakan dan
pelaksanaan urusan pilihan pemerintah dacrah.

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud dalam ayat (2),
Inspeknr Pembanty Wileyah [V menyclenpgamkan fungsi :

a pemberian petunjuk, pengarahan dan pembimbingan pelaksanaan tigs
peTIgAWISAN;

b. pengawasan dun pemeriksaan pelaksanaan kebijakan pertanian;

c. pengawasan dan pemeriksuan pelaksamnan kebijakan kelautan dan
perikanan;

d. pengawasan dan pemesiksaan pelaksanaan kebijakao kehutanan;

pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan kebijakan energi dan sumber

daya mineral;

£ penguwasan dan pemeriksaan pelaksamazn kebijakan perdagangan dan

pariwisata;

pengavwasan dan perneriksasn pelaksanaan kebijakan transmigrasi;

pelaksanaan kegiatan ketatausahazn;

pelaporan hasil polaksanaan tugas; dan

pelaksanaan togas dimas bain yang diperintahican oleh haspekhar.

o
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Bagian Ketwjuh
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ADDITOR
Pasal 17
(1) Kelompok Jabatan Fungsipnai Aunditor mempunysi lugas melakukan

kogiatan pemertksaasa sesuai dengan jabatan fmgstomal masmmg-masirg
herdasarkan ketentuan peratiran perundang-undangan.

{2y Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dikoordinir oleh seorang Pejahat
Fungsiomal Auoditor Senior dan  dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada Inspektr.

{(3) Jumiah Jshatan Fungsional dilentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kegja.

() Jenis dan lenjang Jobatan lungsional Avditor diatur sesem peraturan
perurxlang-undangan yang berlaku.

BAR YV
KETENTUAN PENUTUP

Tasal 18

Ketompok Jabaten Fungsional Auwhitor mempunyai tugas melakukan kegiatan
pemcrikegaan sesuai dengan Jahatsm funpyional masing-masing  berdasarkan
kelenluan peraturan perundang-undangan.

Praal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupali ini, maka Peraturan Bupati Situbondo
Nomor 63 Tahun 2008 tentang Uraian Togas dan Fungsi Inspektoras Kabupmaten
Situbordv dicabut dan dinyatakar tidak berlaku.

Pagal 20
Peratwran Rupas imi mulai berlaku pada wanggal diundangkan.

Bupati ini dengan penempalarmya alam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Diundangkan di Situbondo

e F
Pl SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITURONDO,

Pemhbina Utama Mudn
NIF. 19570164 193303 1919

R T S R &
BERITA DAERAII KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010 NOMOR Ui



